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BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 14 TAHUN 2AL9

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat perlu meningkatkan
kesejahteraan dalam bentuk Pemberian Tambahan
Penghasilan yang proporsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten sarolangur, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tastbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 244, Tartbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

b.



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679\;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2}rc tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 63 Tahun 2Al7 tentang Pedoman Penataan
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 5 Tahun 2oL6
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2A$ Nomor 5),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2olg
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2}rc Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2A18 Nomor 90);

12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2olg tentang Disiplin
Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan pemerintah
Kabupaten sarolangun (Berita Daerah Kabupaten sarolangun
Tahun 2OLg Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEMERINTAH KABUPATEN

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2' Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
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dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

3. pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun'

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Keq'a Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sarolangun.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah
Kabupaten Sarolangun.

B. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS
Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

1O. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi
Pemerintah.

11. Jabatan Administrasi adalah keiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

12. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada Keahlian dan
Keterampilan Tertentu.

13. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan
Beban Kerja, Tempat dan Kondisi T[gas, Kelangkaan Profesi dan
Pertimbangan Objektif lainnya.

14. Tambahan penghasilan berdasarkan penghitungan beban kerja adalah
merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi faktor
penambahan TPP yang besarannya ditentukan berdasarkan aktivitas kerja,
perilaku kerja/disiplin kerja dan penyelesaian tindak lanjut arahan Bupati.

14. Tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja (KBK) adalah
merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi faktor
penambahan TPP yang besarannya ditentukan berdasarkan beban kerja.

15. Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS yang
berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan
oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.

16. Kinerja adalah hasil kerja yang dipakai oieh setiap pegawai dari suatu
kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan dengan
menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi.

17. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun
pelayanan aparatur.

18. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja daiam menjalankan
tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.

19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kerja
dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

20. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah
laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau tidak
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melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'
2t. lzin ad.ala.h kondisi PNS dan GPNS yang tidak masuk bekerja karena alasan

keperluan pribadi atau keiuarga berdasarkan persetujuan atasan langsung'

22. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS atau CPNS yang tidak masuk kerja

tanpa memberikan alasan Yang sah.

23. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat d.ipertanggungjawabkan dan

disampaikai secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui
atasan langsung.

24. Daftar Hadir Elektronik adaiah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS

dan CpNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik.

25. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan
Daftar Hadir Elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk
bekerja yang telah ditentukan.

20. Pulang Sebelum Waktu adaiah kondisi PNS dan CPNS yang meiakukan
Daftai Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja
yang telah ditentukan.

27. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan
kedinasan baik di dalam maupun di luar daerah.

28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar ketentuan disiplin PNS.

29. Laporan Kinerja Pegarvai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap
PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah
satu dasar pembayaran tunjangan kinerja.

30. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung Cari tugas
dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak
tersebut dalam rincian tugas, tetapi memklerika.n manfaat bagi unit kerja.

31. Pejabat Penanggung Jau'ab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran.

32. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan
serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai
dengan ketentuan perund,ang-undangan.

33. Aplikasi e-RK Online adalah aplikasi atau sofiware yang digunakan untuk
menyusun Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Keda Pegawai secara online
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

34. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegarvai
berdasarkan kelas jabatan yang dibayarkan sesuai capaian kinerja.

35. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(21 Ketentuan pemberian TPP digunakan sebagai panduan dalam menentukan
besaran tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan iayak dan
meningkatkan kinerl'a PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP, BESARAN PENERIMAAN TPP DAN PTPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 3

(1) TPP diberikan kepada setiap PNS dengan memperhatikan :

a. Penilaian aktivitas yang terdiri dari Aktivitas Utama, Aktivitas Tambahan,

Aktivitas Pribadi, dan Aktivitas Bawahan;

b. Niiai Capaian SKP bulanan;
c. Disiplin Pegawai; dan
d. Capaian Serapan Anggaran.

(2) Besaran Nilai TPP dihitung berdasarkan besaran Nilai Tunjangan Kinerja
(TUKIN) dan Kelebihan Beban Kerja (KBK) yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) TPP sebagaimana dimaksud ayat (2\ diberikan dalam bentr"rk uang yang
dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

( ) Bagi Pegawai yang berstatus Calon PNS diberikan TPP terhitung mulai tanggal
ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal 4
(1) Untuk mengukur besaran tunjangan kinerja sabagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), setiap PNS dan CPNS wajib melakukan penginputan rencana
kerja, target dan capaian kerja melalui aplikasi e-RK, dan hasil
perhitungannya merupakan hasil penilaian prestasi kerja.

(2) Pegawai yang diwajibkan melaksanakan input pada sistem e-RK terdiri dari:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II b;
b. Jabatan Administrator setara eselon, III a dan III b;
c. Jabatan Pengawas setara eselon IV a, dan IV b;
d. Jabatan fungsional tenaga kesehatan;
e. Staf Ahli;
f. Kelompok Perencana;
g. Tim Pertimbangan Kebijakan Bupati;
h. Jabatan Pelaksana;
i. Jabatan Fungsional;

(3) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input sistem e-RK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi setara eselon II a;
b. Jabatan fungsional guru;
c. Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS;

d. Pegawai yang diperbantukan/dititipkan di luar Instansi Pemerintah
Daerah;

e. PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti
karena alasan penting, cuti sakit, melaksanakan MPP, dan tugas belajar;
dan

f. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama
rnenj alani masa penahana.n.
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Pasal 5

Nilai tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 arvat {2}, setiap PNS
dan CPNS ditentukan berdasarkan keias jatlatan.

Pasal 6

Untuk mengukur disiplin kehadiran sabagaimana dimaksud dalam pasai 3 ayat (1)

huruf c, setiap PNS dan CPNS wEib melakukan absensi u,'ajah meialui aplikasi
online.

Pasal 7

{1} TPP sebagaimana dimaksud pada pasai 3 ayat (2} tidak diberikan kepada:

a. PNS ;vang ditempatkan di RSUD Prof. Dr. HM Chatib Quzwain Kabupaten
Sarolangun;

b. PNS l,ang menjabat sebagai guru dan telah memperoleh tunjangan profesi
Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPUlAnggota Banx.aslu,/Panw'aslu,
mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu atau menjalani
cuti di luar tanggungan Negara;

c. Mendapat TPP atau sebutan 1ainn3'a dari APBN atau sumber pendapatan lain
yang sah sesuai ketentuan: peraturan perundang-undangan kecuali guru non
sertifikasi;

d. Sedang rnenjalani tugas belajar;
e. Menjalani masa persiapan pension;

f. Menjaiankan cuti besar;
g. Manjalani cuti bagi PNS wanita karena persalinan atau lebih;
h. Menjalani cuti karena alasan pribadi penting dan mendesak;
i. Menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan;
j. Pegawai yang dijatuhi hukuman Disiplin tingkat trerat berr,ipa pemLrerhentian,

baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat seLragai PNS danfatau
mengajukan proses tranding administratif kepada Badan Pertimbangax
Pegawai;

k. Pega*'ai yang dipekerjakan danlatau diperbantukan ke instansi atau lembaga
lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;

1. pNS titipan dari instansi atau lembaga iain di luar Lingkungaa Pemerintah
Daerah;

m. Pegarvai 3rang dikenakan tahanan sementara cleh pihak _vang beru.ajib karena
didakwa melakukan lindak pidana; dan

11. Pegawai yang sedang menjalani hukuman penjara.

Pasal 8

PNS yang melaksanakan cuti diberikan TPP dengan ketentuan persentase sebagai
berikut:

a. Cuti tahunan, 100% iseratus persen) dari TPP;

b. Cuti alasan penting, 6A"h {enam puluh persen) dari TPP;

c. Cuti bersalin dengan keterrtllan:
1. Persalinan pertama dan kedua, 6AVo {enarn puluh persen} dari TPP;

2. Persalinan ketiga dan keempat, 4A"/o {empat puluh persen} dari TPP.
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d. Cuti sakit dengan ketentuan:

1. Mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas
kewa3ibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan sampai ia sembuh
dari penyakitnya, lA}a/o (seratus persen) dari TPP;

2. Sakit selama kurang dari 3 (tiga) hari, tOO"/a (seratus persen) dari TPP;

3. Sakit selama 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) hari, 75o/o (tujuh puluh
lima peresen) dari TPP;

4. Sakit selama 15 (lima belas) hari sampai 22 (dua puluh dua) hari atau 1

(satu) bulan, 6O0/" {enam puluh persen) dari TPP atau;

5. Sakit selama kurang ly2 (satu setengah) bulan karena wanita yang
mengalami gugur kandungan, 6o0/o (enam puluh persen) dari TPP;

6. Sakit selama lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, 4oo/o

(empat puiuh persen) dari TPP; atau

7. Sakit selama lebih dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan, 2Ao/o (dua
puluh persen) dari TPP.

Bagian Kedua
Besaran Penerimaan TPP

Pasal 9

(1) TPP sama dengan Tukin ditambah KBK.

(21 TPP diberikan berdasarkan hasil perkalian TPP dengan hasil persentase PSKB
yang dikurangi dengan hasil persentase PTPP.

(3) Perhitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
rumus sebagai berikut: TPP = TPP (%PSKB-%PTPP).

Pasal 10

Hasil PSBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) ditetapkan berdasarkan
perhitungan sebagai berikut :

a. Range Nilai Capaian SKP 81 s.d. 100 nilai 100 Potongan 0

b. Range Nilai Capaian SKP 76 s.d. 80 nilai 90 Potongan 57o

c. Range Nilai Capaian SKP 61 s.d. 75 niiai 80 Potongan 157o

d. Range Nilai Capaian SKP 51 s.d. 60 nilai 70 Potongan 25"k
e. Range Nilai Capaian SKP <50 nilai 60 Potongari 35%

Pasal 1 1

Hasil PTPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 a.srat (2) didapat berdasarkan
perhitungan persentase PTPP yaitu:
a. Tanpa potongan sama dengan Jumlah TPP dikafi 4Ao/o

b. Potongan 57o sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 5%
c. Potongan 15%o sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 15%

d. Potongan 25o/o sarr'a dengan Hasil tanpa potongan dikali 25o/o

e. Potongan 357o sama dengan Hasil tanpa potongan dikali 35%

Bagian Ketiga
PTPP

Pasal 12

(1) PTPP dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran jam kerja yang diambil dari
aplikasi online yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik dan penilaian
prestasi kerja yang diambil dari aplikasi e-Kineda setiap bulannya.



t2) Peianggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Terlambat masuk kerja;

b. Pulang kerja sebelum waktunYa;

c. Tidak masuk keda tanpa keterangan;

d. Tidak masuk keda dengan keteranganf izin;
e. Tidak Mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Gabungan; dan

f. Terjaringrazia dan sidak PNS.

Jam kerja sebagaimana dimaksud pada a;rat (2) adalah sebagai berikut:

a. Jam masuk kerja hari senin sampai dengan hari Jumat 07.30. Wib; dan jam
masuk kerja hari jumat 7.15 Wib

b. Jam pulang kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 16.45. Wib dan jam
pulang kerja hari Jumat 1 1.45. Wib.

Penilaian prestasi keda sebagaimana dimaksud dalam pasal L 1 ayat (1) meliputi:
a. Disiplin dalam menjalankan tugas setiap hari kerja dan menyelesaikan tugas

sesuai waktu yang ditentukan.
b. Prestasi kerja berdasarkan kinerja pegawai dan perilaku ke{a.

Pasal 13

(1) Perhitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal
72 ayat (2) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat datang {TL),
Pulang sebelum waktunya (PSW), tidak masuk tanpa keterangan (TK) dan berlaku
secara kumulatif.

(2) Dalam hal jumlah pelanggaran jam keda sebagaimana dimaksud pada pasal 12
ayat (21 sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam per bulan dianggap sama dengan 1

{satu) hari tidak masuk kerja.
PNS yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 (lima) hari
tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhkan hukuman Disiplin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS.
Bagi PNS yang tidak ikut Apei Gabungan (AG), terkena razia (RZ), dan Sidak (SD)
akan mengurangi besaran TPP yang diberikan.

Pasal 14

(1) P|PP berdasarkan pelanggaran jam keda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat {2) dinyatakan dalam bentuk 7o (persen) dan dihitung secara kumulaiif dalam
1 (satu) bulan dengan ketentuan paiing banyak sebesar rca",+ (seratus persen).

(21 PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal L2 ayat (2)
huruf a dikenakan PTPP sebesar !,Sa/,t per hari.

(3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud. pasal !2 ayat
(2) huruf b dikenakan pTpp sebesar l,SoA per hari.

(4) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal
12 ayat (2) huruf c ditetapkan prpp sebesar 4o/o per hari.
PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin sebagaimana dimaksud pada
pasal 12 ayat (2) huruf d ditetapkan prpp sebesar 3%o per hari
PNS yang tidak mengikuti apel pagi dan atau apel gabungan tanpa
keteranganlizin dikenakan PTPP sebesar 37o setiap tidak mengikuti apel.
PNS yang terjaring razia dan sidak dikenakan prpp sebesar 5yo.
PNS yang menduduki eselon wajib subuh keliling sesuai dengan jadwal.

(3)

(4)

(s)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)



i1)

{21

{9) Format PTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sampai dengan ayat {5)
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

{1) mPP khusus Subuh keliling sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14 ayat" (8} yang
ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai Lrerikut:
a. Jumiah hadir >5 Potongan 0 7o

b. Jumlah hadir 3 s.d. 4 Potongan 3 o/o

c. Jumlah hadir >2 Potongan 5 7o

t2) Rekapitulasi Absen SuLruh Keliling di keluarkan Bagian Bina Kesejahteraan
Masyarakat setda Kabupaten Sarolangun.

Pasai 16

Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:
a. Disiplin dalam menvusun rencana, target dan capaian dalam menjalankan

tugas setiap hari kerja dan menSrelesaikan tugas sesuai dengan r,vaktu yang
telah ditentukan;

b. Prestasi kerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja;
c. Hasil akhir penilaian prestasi kerja diambil dari aplikasi.
Format peniiaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada a5zat (2) tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 17

PNS w4jib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam keq'a yang dibuktikan
dengan daftar hadir.
Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2
(dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang keg'a.
Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sementara
secara manual sampai ada ketentuan lebih lanjut menggunakan daftar hadir
elektronik.
Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oieh
bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada OPD.
Kepala OPD menunjuk petugas pengisian daftar hadir dan pengadministrasian
T'TP sesuai kebutuhan.
Petugas pengisian daftar hadir pada OPD mempunyai tugas:
a. Menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah

tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;
b. Menyusun rekapitulasi hasil daftar hadir sehingga diperoleh data jumlah

pencapaian aspek perilaku ke{a;
c. Menghitung data kehadiran seluruh Pegawai secara final untuk kemudian

disampaikan kepada petugas pengadministrasian TTP; dan
d. Mengkonfirmasikan Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dengan alasan

kedinasan.
Rekapitulasi daftar hadir bulanan masuk/pulang kerja PNS sebagairnana
dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke bagian keuangan pengelola gaji masing-
masing OPD.

(1)

i2i

i3)

i4)

ts)

{6)

(7)
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Pasal 18

Petugas Pengadministrasian TPP mempunyai tugas:
a. Menerima rekapitulasi laporan kineq'a pegawai, dengan membuat tanda terima

penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek prestasi
kerja;

b. Mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas pengisian daftar
hadir sebagai bahan dasar perhitungan aspek perilaku kerja;

c. Menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja
mingguan dan buianan pegawai tingkat OPD untuk diserahkan kepada kepala
SKPD untuk diproses lebih lanjut.

Pasai 19

(1) PNS dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam ke{a sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan
surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas:
a. Surat keterangan atasan langsung bagi PNS yang tidak berada di tempat

tugas tanpa alasan yang sah;

b. Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;

d. Surat izin keluar kantor pada jam kerja.
(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pejabat

yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari keq'a setelah tanggal
tedadinya ketidak-hadiran, keterlambatan masuk keda, pulang sebelum
waktunya, danf atau tidak berada di tempat tugas.

(3) Surat sabagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan lebih dari 5
(lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

(4) Format surat keterangan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud, pada
ayat (1) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran III
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat dikenakan

pengurangan berdasarkan keputusan Tim Penjatuhan Sanksi Disiplin PNS.

(2) TPP bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan
penjatuhan hukuman disiplin.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2 1

(1) TPP dianggarkan pada APBD;

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaiokasikan melalui Dokumen
Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD).

BAB V

CARA PEMBAYARAN

Pasal22
(1) TPP dibayarkan setiap buiannya dari masa kiner.la dan dikenakan paJak

penghasilan sesuai peraturan perundang-undarlgan.
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(2) Pejabat penanggungiawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPP

melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai

dengan prosedur yang berlaku.

(3) Permintaan Pembayararl TPP diajukan dengan:

a. pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Penanggung

"lawab melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-msing Perangkat
Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:

1. Daftar Rekapitulasi Pemotongan kehadiran.

2. Daftar rekapitulasi Pemotongan Tunjangan Kinerja'

3. Daftar rekapituiasi total TPP yang telah disahkan oleh Pejabat
Penanggung Jawab.

4. Lembaran Penilaian Sasaran Keda Bulanan.

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

6. Surat Izin Cuti fiika ada).

7. Surat Keputusan kepala OPD tentang penetapan nama-nama penerima
TPP.

b. Lembaran Penilaian Sasaran Kerja Bulanan untuk Pimpinan Tinggi
Pratama disahkan oleh Sekretaris daerah, sedangkan Lembaran Penilaian
Sasaran Kerja Bulanan untuk Badan, Dinas, Sekretariat DPRD dan
Kantor/Satuan disahkan oleh Atasan langsungdan pada Inspektorat

c. Format semua daftar pada poin a.l, a.2 dan a.3 sebagaimana tercantum
pada Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tercantum
pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data

Pasal 23

(1) Pengelolaan data TPP pada OPD dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang
menangani urusan Bidang Kepegawaian.

{21 Kepala OPD menunjuk operator aplikasi daftar hadir elektronik dan
Pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.

(3) Operator aplikasi alat/mesin daftar hadir elektronik pada OPD mempunyai
tugas:
a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah

tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek periiaku kerja;
b. menyusun rekapitulasi hasil unit mesin daftar hadir elektronik sehingga

diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja;
c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian

disampaikan kepada Petugas Pengadministrasian TPP; dan
d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan daftar hadir elektronik

karena alasan kedinasan.



(1)

(3)
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{4} Pengadministrasian TPP mempunyai tugas:

a. menerima rekapitulasi Laporan Kinerja Pegawai, dengan membuat tanda

terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek

prestasi keda;
b. mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas operator

alatfmesin daftar hadir elektronik sebagai dasar perhitungan aspek perilaku

kerja;
c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja

bulanan pegawai tingkat oPD untuk disahkan Kepala OPD;

d. mengajukan Surat Perintah Membayar TPP ke Tim Verifikasi untuk diproses

lebih lanjut; dan
e. membayarkan TPP kepada setiap pegawai.

BAB VII
PENGINPUTAN BAHAN TPP

Bagian Kesatu

Data Sasaran Kerja Bulanan
Pasal 24

Setiap pegawai wajib membuat laporan kinerja bulanan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Aplikasi e-RK Online.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan setiap
bulan kepada atasaa langsung untuk dilakukan penilaian dan bersifat {inal.

Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja
pegawai dengan alasan tertentu, maka penilai disampaikan kepada atasan
langsung pejabat penilai atau Kepala OPD/Unit Kerja OPD.

Penilaian atas laporan kinerja Kepala OPD/Unit Kerja OPD dilakukan oleh
Asisten Sekretaris Daerah.
Penilaian atas laporan kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Penilaian atas laporan kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara Self
Assesmenf.

Pasal 25
Setiap pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan
alatlmesin daftar hadir elektronik pada masing-masing unit keq'a.

Kewqiiban untuk melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan
alat/mesin daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku pada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan
secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan
absensi pada OPD tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak
melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan daftar hadir
elektronik pada ma$a penugasan.

OPD yang belum mempergunakan aplikasi absensi ortline, Print Out Daltar
Hadir Elektronik diserahkan kepada Tim Verifikasi untuk diteliti sebagai dasar
pembayaran TPP selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.
Apabila mesin daftar hadir elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan
teknis, maka Kepala OPD/Unit Kerja OPD membuat berita acara kerusakan
rnesin Daftar Ha.dir Elektronik dan melarnpirkan daftar hadir pegarxrai seca.ra
tertulis.

{4)

(5)

(6)

(1)

t2)

(3)

(4)
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Pasal 26

pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar
dairah fraruJaiUuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat lap<lran hasil
penugasan sebagai pengganti laporan kerja harian untuk memenuhi
instrumen prestasi kerja pegawai.
pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin daftar hadir
elektronik.

Pasa1 27

(1) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, OPD/Unit Kerja OPD berwenang:

a. menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan dan disampaikan
kepada Tim Verifikasi paling lambat tanggal 5 {lima) bulan berikutnya
untuk diverifikasi;

b. hasil verifikasi dari Tim Verifikasi atas data kehadiran dikembalikan pada
OPD/Unit Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil verifikasi
diter:ima; dan

c. Kepala OPD/Unit Keq'a OPD bertanggungjawab terhadap pengelolaan data
kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin daftar hadir
elektronik serta aplikasinya.

(2) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Tim Verifikasi memiliki
kewenangan:

tugas dan

a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh
OPD/Unit Kerja OPD;

b. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh OpD /Unit Kerja
OPD untuk kepentingan pembinaan kepega*aianf dan

c' memfasilitasi pengelolaan data kehadiran OPD/Unit Kerja OpD jika terjadi
permasalahan data antara rekapitulasi yang dibuat oleh OpD fUnit Xl4a
dengan data server SKp Online.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
pengawasan

Pasai 28

Atasan langsung secara berjenjang melakukan pengawasan terhadappenyelesaian SKp oleh bawahan.

l_ejSbat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing opD, dan/atauunit ke{a dapat memberikan rekomendasi penilaLn aisifirin pNS kepadaatasan langsungnya apabila diduga meiakutan pelanggaran disiplin pNS
sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.
Inspektorat Daerah Kabupaten melakukan pengaaffasan terhadap prosespemberian dan pembayaran Tpp secara rutin, berkala, dan/atau khusus.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 29

Kebijakan pemberian TPP ),ang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah dan I atau ketentuan peraturan perundang-und.rrg"rr.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. Besar tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah;
b. Mekanisme pembayaran;

c. Pelaksanaan pemba-lraran ;

d. Kebenaran usulan pemberian tambahan penghasilan Pegawai; dan
e. Indikator perhitungan tambahan penghasilan Pegawai.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil
pengukuran kinerja dan penandatangani pengaduan dari pegawai yang dinilai
maupun Pejabat yang diniiai dibentuk tim pengawasan dan evaiuasi yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

{4) Peiaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari:
a. Badan Kpegegawaia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sarolangun;
b. Inspektorat Kabupaten Sarolangun;
c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
d. Unit kerja/bagian yang menangani urusan kepegavi,aian pada masing-

masing OPD.

BAB IX

SANKSI
Pasal 30

(1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi
terbukti memberikan penilaizur kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kerja
pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 257o {dua puluh
lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

(2i Pejabat Penilai yarrg terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai
kepada barnahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan
tambahan penghasiian sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP pada
bulan berikutnya.

Pasal 32

(1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke OPD/Unit kerja 1ain, maka
pemberian TPP diberikan pada SKPD/Unit kerja tempat tugas yang baru.

(2i Apabila pada OPD/Unit kerja tempat tugas yang baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan
setelah tersedianya anggaran.

(3) TPP terhadap PNS pindah dari instansi lain ke pemerintah Daerah, diberikan
TPP terhitung 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 33

(1) Terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas
(Plt), maka yang bersangkutan berhak diberikan TPP yang paling tinggi dari
jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan Surat Perintah Tugas
yang disetujui dan ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2018 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Saroiangun (Berita Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 20i8 nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 4 &nuar t 2Ol9
BUPATI SAROLANGUN,4
CEK ENDRA

pada tanggal &
SEKRETARIS

Jqnrrar r 2019
AERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR ta

THABRO ROZALI

BERITA DAERAH

tIr KIB0llaf,AHll YAI TLAE DIT

r{rP, 190il110 r!9/03 1 rs4

Sarolangun
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR T1 TAHUN 2OI9
TAN**AL i 3X.r1s*, 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIHL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SAROLANGUN.

TABEL PENGURANGAN TPP

NO

KOMPONEN NiLAI
PENGURANGAN

/HARI o TPP
KETERANGAN

HARI WAKTU

1 TL1 7.31S.D.8.00 0,5096 TL= Terlambat

TL2 8.01 S.D.8.30 l"h

TL3 B.3i S.D. 9.01 1,509',o

2 PSV/1
Senin-Kamis 15.46 s.d < 16.:15 0,50o16

PSW=
Pulang
Sebelum
Waktu

PSW2 Jumat I 1.01 s.d < 1 1.45 c,,5070

PSW3 Senin-Kamis i5.16 s.d < 15.45 10/L /O

PSV/4 Jumat 10.31 s.d < 11.01 10,6

PSW5
Senin-Kamis 14.45 s.d < 15.15 1,25o/o

PSW6 Jumat 10.0i s.d < 10.31 1,2504

PSWT Senin-Kamis .09.31 dan/atau tidak
rnengisi da-ftar haclir

pulang bekeria

1,50yo

PSWS Jumat < 10.01 dan/atau tidak
mengisi daftara hadir

pulang bekeria

1,509.1,

J Tidak Masuk kerja Tanpa Keterangan 4,AOo/a

4 Tidak masuk kerja dengan keteraagan 3,000,6

) PI{S yang tidak mengikuti apel pagi dan atau apel
gabungan tanpa keterangan/izin

no/J/O

6 PNS yang terjaring raz;ia dan sidak
1oi'o

7 subuh keliling rlalam satu
bulan

5 kali aoh
3 s.d. 4 kali ao/J /O

kurang dari 2 kali
5016

a Cuti Tahunan Dibayar penuh
I Cuti Alasan Penting

60"h
10 Cuti trersalin Anak pertama dan Kedua 60%

Anak ketiga dan
seterusnya 4Aoh

11 Cuti Sakit Mengalami keceiakaan
dalam dan oleh karena
menjalankan tugas
kewqjibannya sehingga ia
perlu mendapat
pera:.vatan sampai ia
sembuh dari penyakitnya

Dibayar penuh

kurang dari 3 hari Dibayar penuh

selama 3 hari s.d. 14 hari 7504
selama 15 hari s.d. 22
hari/ 1 bulan 600/"



NO KOMPONEN
NILAI

PENGURANGAN
/HARr * TPP

KETERANGAN

selama kurang 172 (satu
setengah) bulan karena wanita
yang mengalami gugur
kandungan,

6O"/o

selamals.d.2bulan 4496
lebih dari 2 bulan 2Oo/o

t2 Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas
dinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo
dari atasan langsung Szang bersangkutan, kemudian
diketahui oleh pejabat organisasi / tempat bertugas atau
disusulkal kemudian yang sifatnya mendesak.

Dibal.s1'Penuh

la
IJ Izin terlambat datalg karena karena terkait dengan

masalah sosial yang sifatnya darurat paling banyak 3
(tiga) kati dalam satu bulan, seperti: mengurus keluarga
dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang
mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia
(emergency) yang izinnya harus disusulkan kemudian
dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

Diba3rar penuh

1,+ Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang
diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor
habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung
yang bersangkutal, kemudian diketahui oleh pejabat
atau organisasi tempat berurusan.

Dibayar penuh

15 Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait
dengan masalah sosial yang sifatnya darurat paling
banyak 3 {tiga) ka,li dalam satu bulan, seperti: mengurus
keiuarga dal farnili/kerabat dekat / tetangga dekat yang
mengalami mu sibah kecelakaan, sakit keras/ meninggal
dunia, izinnya harus diusulkan kemudian hari dari
kepala unit kerja yang bersangkutan.

Dibayar penuh

16 Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi
pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti
acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah
dibuktikan dengan adanya undangan
resmi,kehadirannya diketahui oleh pejabat atau
pengurus vang merlgundans.

Dibayar penuh

t7 Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak hadir
(berlaku nomor urut 4 di atas)

1B Sakit dengan surat pemberitahuan fiika sakit kurang
dari 3 hari dilengkapi dengan surat keterangan dokter).

Dibayar penuh

l9 Sakit dengan surat pemberitahuan fiika sakit kurang
dari 4 hari tanpa dilengkapi dengan surat keterangan
dokter beriaku nomor urut 4 di atas).

20 Tugas Belajar (tubel) Tidak dibavar
2t Tugas Belajar Sudah Habis Masa Waktunya Tidak Tidak Tidak dibayar

BUPATI SAROLANGUN.TELAE DIT ITI I([}CI{ANAfiNYA

0 xAsRt. sH
lP.'l-c,ii 1 I I J 199703'i ).lt

rlttg,Bil3

iltuI BUPAII



-

I lilltul PtBAItIBAt lUPAit I

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR IZ TAHUN2OIg
TANGGAL 2 ;4ytzaBl 2A$
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN.

LEMBARAN PENILAIAN SASARAN KERJA BULANAN

PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI
Nama Nama
NIP NIP
Panekat/Gol. Ruans Panskat/Go1. Ruans
Jabatan Jabatan
Unit Orsanisasi Unit Organisasi
No Tugas / uraian Peniabaran Tupoksi

RATA-RATA PENILAIAN BEBAN KERJA

PNS yang dinilai

Sarolangun...

Pejabat Penilai

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATi SARQLANGUN,

CEK ENDRA
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR IA TAHUN2AI9
TANGGAL 2 lAr\rvA&l 2Ot9
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN.

Format Surat Keterangan dan Permohonan Izin

1. Surat Permohonan Izin

PERMOHONAN IZIN

Yang Lrertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini mengajukan permohonan tzin untuk tidak masuk bekerja/izin pulang
sebelum waktunyal pemberitahuan terlambat masuk bekerja
selama........hari/jam/menit. Pada hari....... Tanggal. .dengan alasan,
yaitu.
Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetuj ui/ tidak menyetuj ui
Pejabat yang berwenang Hormat Saya

Nama
NIP

2. Surat" Izin keluar kantor pada jam Kerja

SURAT IZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini, memberikan izin kepada :

Nama
NIP
Jabatan
Pamgkat/Golongan
Unit kerja

Nama
NIP... ..

Keteranaan:
a. Coret yang tidak periu
b. Pejabatyang berwenang sesui dengan peraturan



I;'J.L"fr"'x::I"",^-5.q"riuan pribadi, yaitu ..pukut. :a Jam kerja, vaitu pioJ llur,
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(sebutkan nama
....sampai dengan

Sarolangun
(atasan langsung)

201...

Nama
NIP

,ruLANGUN,

CEK ENDRA
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR I2- TAHUN 2019
TAIIGCAL 2 taNurFl 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA].
FORMUTIR 1 PEMOTONGAN

KEHADIRAN

BUTAN :

UNIT (ERIA :

NO

NAMA dar
NIP

P€GAWAI

POTONGAN KARENA JAM KERJA (% PEMOTONGAN X TPP} POTONOAN LAIN (% PEMOTONGAN x TPP

JUMLAH

POTONGAN
T6L

TERLAMBAT (TL} PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)

ALPA IZil,I

Tidak Apel
Pagi/

Gabungan

Kena

Raz ia

CUTI

ALASAN

PENTING

CUTI

BERSALIN

1,7

CUTI

BERSALIN

3,4

CUTI SAKIT

CUTI

BESAR
CLTN CPNS

TL

1.

TL

2

TL

3
TOTAI,

P

S

7

P

S

2

P

S

3

P

S

4

P

S

5

P

S

6

P

S

'7

P

S

B

TOTAL

3-
I4

HARI

1) -

?2

HARI

1(

BULAN iULAN

>2
}ULAN

1 2 3 4 5 6 7 10 I .3 5 16 t7 a6 19 2ii a1 24 26 27 28 30 31 32

1

2

Dsb

TOTAI-JUMLAH DITENIMA

KETERANGAN:

i Nomor Kolom 2 N:rmzr dan NIP pegawai

2 Nomor Koiom 3 tanggal kejaclian

3 Nomor kolorn 4 'IL.1 masuk kerja dan terlarnbat clengan ketenl.uan jam keq"a I

4 Nomor kolorn 5 T1,"2 masuk kerja dan lerlambat denga.n kel,entuanjrem ket"ia iI
5 Nomor lcolom 6 TL.3 nrasuk kerja dan terlambat dengan ketentuan jam keqfa III

6 Nomor kolom 7 prenjumlilhau <lari nontor 4+5+6

Kepala .



7 Nornor kolon: I s/rl 15 pul:lla6g setrr:funt jarn ker"1a

8 Kolom noffior 16 pi:n"itttnlahn:; dsu:i kl)Iom 8+q+i0+11+12+l3+1.{+15

I Koiom nornor 17 Alpa {ti'tlmk fu{asuk Kr:rja tanpa Keterangan)

10 Kolom nomor 18 lzin (tidaJr Masuk lierjn dengan Keterangan)

I I Kolom nomor l9 lirjak ikut Aprl llagi/Gabungan

12 Kolom non)$r 2O Kenr,r lkr.rilr

13 Kolom nofiror 21 Cuti Aiasun llentierp,,

14 Kolom nornor 22 Cuti bcrsaiin ar:a&i 1lr:rtama ria.n kedua
15 Kolom norrrlr 23 Cuti lrersiliin anak kc'tiga dan keempat

16 Kolom nolrnor 2a s/d 28 Cu1.i Sakil

17 Kolom nomor 29 (lttti Besar (l:lnli, L.frnroh]

l8 Kolom non:ror 30 CLTN ( iluti dilulr,r" 'I'anggungan Negara)

P Kolour nomor 3l CF'I'{S t.iit-rmviarka.n E{11't,

2tl Iiuiorn n{nor 32 jumlah potongan clari kolom 7+16+ 17+ l8++ I9+'IO+ZL+ 22+23+'24+25+26+27+28+29+3fr+31



ililu PtnArilnail supilIt

FORMULIR 2 PEMOTONGAN

TUNJANGAN KINERJA DAN BEBAN KERJA

BULAN i

UNIT KERJA :

No
NAMA

PEGAWAI

SESUAI SK

PN5

NIP GOL IABATAN KELAS

TUNJANGAN

TAMBAHAN
PENGHASILAN

KEHADIRAN SASARAN KERJA BULANAN

TOTAL JUMLAH TANDA
TANGAN60%

TOTAL
NILAI

CAPAIAN

PROSENTAS JUMLAH
40%

PRODUK

TIVIIAS
(40%)

JUMLAH

POTONGAN

PRODUKI]VI

TAS
TUKIN

BEBAN

KERJA
TOTAL

rutut\luAt\
KEHADIRAN

t,utul\uAl\
w

PUIUI\tJAI\
KONVERSI

t'utut\uAt\ UIIET(IIVIA

1 2 3 4 5 6 7 B
9-

8+7

L0

=

60
o//o

x9

L1
12=LLx

1,0
13

14=1"0*

1yl00

15

-a
*

4A

%

16 L7
l-B=

11.+L4+17

19=9-

18
20

1 1

2 7

Ds

t

JUMLAH TPP YANG DITERIMA

Kepala .
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Keteranean :

1 , Nomor kolom 1 s/ d 5 Data Pegawai 1 1 . Kolom nomor 1 5 Perkalian kolom 9 *4O7o

2. Nomor kolom 6 kelas jabatal 12. Kolom nomor 16 sama dengan kolom 15
3. Nomor kolom 7 Tukin (tunjangan Kinerja) 13. Kolom nomor 17 sama dengan kolom 1 1

14. Kolom nomor 18 penjumlahan kolom 11+14+174. Nomor kolom 8 Beban Keqa
5. Nomor kolom 9 penjumLahan dari kolom 7 +8 15. Kolom nomor 19 pengurangan kolom 9-18
6. Nomor kolom 10 607" dari kolom 9 16. Kolom nomor 20 talda
7. Nomor kolom 11 diambil dari formulir 1 kolom 31
8, Kolom nomor 12 perkalian kolom 10 * 11

9. Kolom nomor 13 nilai capaian kineda dari SKB
10. Kolom nomor 14 perkalian 10 * 131100

FORMULIR TOTAL TPP

UNIT KERJA:

No.

NAMA
PEGAWAI

SESUAI

SK PNS

NAMA
sESUAt

TEKENING

NAMA
BANK

NOMOR

REKENING
NIP GOL

JABATAN

TPP

SUBUH KELILING

POTONGAN

PPH 21,

JUMLAH

DITERIMA

TANDA
TANGAN

NAMA KELAS
TOTAL

SEBUL,AN

PERSENTASE

POTONGAN

JUMLAH

POTOI{GAN

TPP

SELETAH

DIPOTONG

1 2 3 4 5 6 I I 10 t1. 12 13 L4 L5 L6 17

1 1-

2 2

3 Dsb,.,

JUMLAH TUKIN YANG DITERIMA 0



KETERANGAN

1. Nornor kolom
2. Nomor kolom
3. Nornor kolom
4. Nomor kolom
5" Nomor kolom
6. Nomor kolom
7. Nomor kolom
B. Nomor kolom

1 s/d 9 Data Pegawai
10 kolom 19 dari formulir 2
11 Total sublin salama satu bulan TPF
12 persentase >=5; maka Oa/o, >=3; 3o/o, <2; 5o/o

13 perkalian ko1om10 dengan kolorn 12

14 pengurangan koloml0 dengan kolom 13

15 perkalian kolom 14 dengan PPH 21
16 pengurangan koloml4 dengan kolom 15

Kepala .
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR lL Tahun 2019
TANGGAL 2 l.rnnapt 2019
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN.

SUNAT PERNYATAAIT TANGGUI{G JAWAB MUTLAK

tangan di bawah ini:Yang bertanda

Nama
NIP

Jabatan : Penguna AnggaranlKuasa Penguna Anggaran

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor : ..........tanggal
untuk pembayaran . .. sebesar Rp. ... (............terbilang ...........)

telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan
dokumen pendukung lainnya.

2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang
dimaksud pada poin 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersed,ia untuk menyetor
kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di OPD
. sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi

dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau aparatur pengarvas fungsional lainnya.

Saroiangun, 201...

Jabatan
Kabupaten Sarolangun

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI SAROLANGUN

CEK ENDRA
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